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<b>ABSTRAK</b><br>

Acara Pemeriksaan Singkat yang diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana atau KUHAP merupakan salah satu jenis acara pemeriksaan perkara yang pada

pel aksanaannya tidak pernah digunakan terhadap perkaratindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya
Keaksaan Negeri Kota Bandung pada akhir tahun 2018 menggunakan acara pemeriksaan singkat terhadap
perkaratindak pidana narkotika terhadap perkara diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyal ahguna narkotika golongan I, yang berupa
tanaman ganja. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung No. B-029/A/EJP/03/2019 mengenal
Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narjotka dengan Acara Pemeriksaan
Singkat (APS), menjawab pertanyaan terhadap penggunaan acara pemeriksaan perkara dalam Putusan No.
1/Pid.S/2019/PN.BDG yang memberikan vonis terhadap Terpidana penyalahgunaan narkotika dengan
menggunakan acara pemeriksaan singkat yang telah sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan
pelaksanaan. Dan dengan adanya fakta bahwa terjadi kelebihan kapasitas terhadap Lembaga
Pemasyarakatan yang disebabkan oleh adanya Terpidana Narkotika di Indonesia, penggunaan acara
pemeriksaan singkat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana narkotika yang ditujukan
kepada penyal aguna narkotika perlu memiliki fokus kepada rehabilitasi sosial dan medis didukung adanya
peraturan yang khusus mengatur mengenai standar pel aksanaan pencegahan dan perawatan sosial dan medis
terhadap para penyal ahguna narkotika yang juga dapat mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi pada

L embaga Pemasyarakatan.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The Brief Examination Program that regulated in Article 203 of Law No. 8 of 1981 about Criminal
Procedure Law or KUHAP is one of the examination case type of which in its implementation has never
been used on narcotic crime cases. But in the end of 2018, the Bandung District Prosecutor used brief
examination for narcotic criminal case against narcotic abuse that classified as class one, in the forms of
cannabis plants which regulated in Article 127 paragraph (1) letter aof Law Number 35 of 2009 about
Narcotics. With the issuance of Circular of Attorney General No. B-029/ A / EJP / 03/2019 about the
Delegation of Criminal Narcotics Cases and Narcotic Abuses by using Brief Examination (APS), answering
the questions regarding the use of case auditsin Decision No. 1/ Pid.§ 2019/ PN.BDG which gives
verdicts against convicts of narcotics abuse by using brief examination programs that are in accordance with
the regulations that are the basis for implementation. And the fact that there is a overcapacity on Penitentiary
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Institutions caused by the Narcotics Prisoners in Indonesia, the use of a brief examination by the Public
Prosecutor of narcotics crime cases aimed at narcotics abusers needs to have afocus on social and medical
rehabilitation supported by regulations that specifically regulating the standards for the implementation of
prevention and social and medical care for narcotics abusers who can also reduce the overcapacity that

occurs in prisons.



